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PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 50 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 

KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024- 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan

Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun

2024-2026;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah

Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

c. bahwa Kecamatan Gondangwetan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetan

sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan

untuk periode 3 (tiga) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun

2024-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

1 7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 ten tang Hasil Verifikasi, V alidasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan N omenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 



Menetapkan 

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Kecamatan Gondangwetan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8. Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat 
Renstra Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan 
Kecamatan Gondangwetan untuk periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan 
Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN GONDANGWETAN 

Pasal 2 

(1) Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 merupakan 
penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

(2) Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Gondangwetan dalam 
menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan. 



Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai 
berikut: 

BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB VII 
BAB VIII 

: PENDAHULUAN; 
: GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM; 
: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM; 
: TUJUAN DAN SASARAN; 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
: PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Camat Gondangwetan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Gondangwetan 
dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam 
dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

( 1) Camat Gondangwetan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Gondangwetan 

(2) Camat Gondangwetan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui 
Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan 
serta Penelitian dan Pengembangan 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Gondangwetan 
Tahun 2027, Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 ini dapat 
digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan 
Tahun 2027. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Cam.at Gondangwetan 

KabagHukum 

Sekretaris Cam.at 

Kabid PPM 
Ba elitban da 

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

             ttd.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

           ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 50



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 50 TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN 
TAHUN 2024- 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun 
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 
Kecamatan Gondangwetan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga 
tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Gondangwetan 
harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu 
strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan 
subkegiatan berikut indikatomya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan dan 
Renja Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Gondangwetan melakukan 
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, 
selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan dilakukan dua 
minggu setelah penetapan penyusunan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan 
meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, 
Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan 
Gondangwetan/lintas Renstra Kecamatan Gondangwetan, Perumusan 
Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra. 

Renstra Kecamatan Gondangwetan memuat tujuan, sasaran, 
program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan 
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Gondangwetan 
yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah_, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan J angka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: 

1. Lampiran E.8.2 .1 ten tang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E. 9 .4 ten tang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 ini 

dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 

Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 

2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 139 



2023 



1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Renstra Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra 

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja 

Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja. 

Penyusunan rencana strategis Kecamatan Gondangwetan Tahun 

2024-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Gondangwetan) pada 

dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, 

serta untuk menjabarkan permasalahan dan isu strategis yang ada di 

Kecamatan Gondangwetan dengan mensinergikan terhadap dokumen 

RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka 

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yan dimiliki Kecamatan 

Gondangwetan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gondangwetan 

sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Gondangwetan 

berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai 

dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk 

pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun 

waktu 3 (Tiga) tahun ke depan 2024- 2026. 

Renstra Kecamatan Gondangwetan dalam penyusunannya 

berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa 

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 

Daerah. 
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Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan 

Gondangwetan dalam pembuatannya mengacu pada RPD Kabupaten 

Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja tiga tahun 

ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak 

menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan. 

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Gondangwetan 

dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 

dibawah ini: 
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Gambar: 1.1 

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN 

[....__o_o_c_R_P_JP_o_...,]1---•• [ ___ R_PJ_Po ____ ]--- [ ___ R_K_Po ____ ] 

DOCRTRW 

DOC PERENCANAAN RENSTRA KEC. 
LAINNYA GONDANGWETAN ~ 

RENJA 2024 RENJA 2025 RENJA 2026 

1.2. Landasan Hukum 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

di Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi clan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, 

Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah 

16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/ 11/2012, Nomor : SE-

33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-
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PA/ 11/2011 ten tang Strategi Nasional 

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 

(stranas) Percepatan 

Perencanaan dan 

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan 

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah 

Otonom Baru; 

18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2005-2025. 

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah(RTRW) Tahun 2009-2029; 

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022. 

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026; 

22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 

2024-2026; 

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan 

ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, 
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pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Gondangwetan. Kegiatan-kegiatan perencanaan 

strategis di wilayah Kecamatan Gondangwetan disusun guna 

mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh 

Pemerintah Ka bu paten Pasuruan maupun oleh semua lapisan 

masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan 

pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif 

mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan 

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan di Kecamatan Gondangwetan pada setiap tahun anggaran 

periode 2024-2026 clan memberikan arah yang jelas terhadap 

perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. 

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan 

Gondangwetan ini adalah : 

1. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Gondangwetan 

dengan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 ; 

2. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan 

kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan 

Gondangwetan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan; 

3. Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tupoksi Kecamatan; 

4. Sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan 

Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026; 

5. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Program Strategis 

Daerah dengan menselaraskan Program Strategis Kecamatan 

Gondangwetan. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan 2024-

2026 sebagai berikut : 

BAB! PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang; 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan; 

1.3 Maksud dan Tujuan; 

1. 4 Sistematika Penulisan. 
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BAB II 

BAB III 

BABIV 

BABV 

BAB VI 

BAB VII 

GAMBARAN PELA YANAN Kecamatan Gondangwetan 

2. 1 Tu gas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2 .3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2 . 4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah 

PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; 

3.2 Isu-isu Strategis. 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tahun 2024-2026; 

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Gondangwetan; 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 

SERTA PENDANAAN 

6.1 Rencana Program 

6.2 Rencana Kegiatan 

6.3 Kelompok Sasaran 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) 

7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan 

Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Gondangwetan 

terdiri atas: 

1) Camat 

2) Sekretaris Kecamatan, membawahi : 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaain 

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

5) Seksi Kesejahteraan Sosial 

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan 

di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut: 

Gambar: 2.1 

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN 

CAMAT 

I SEKCAM 
I 

I 
I 

KASUBBAG. KAS UBBAG. 
UMUM KEPEGAWAIAN PENY. PR 0G DAN KEU 

KASI. KASI KASI. KASI. 
PEMBERDAYMN MASY PEM DAN PELA YANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN KESJ. SOSIAL 



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 

2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah: 

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum; 

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c . Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan 

ketertiban umum; 

d. Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan 

Peraturan Bupati; 

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan 

umum; 

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan 

kegiatan Desa; 

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan 

i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai 

dengan susunan organisasi adalah: 

1) Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan 

program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan 

keuangan. 

a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan. 

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi clan tata laksana. 

c. Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian, 

dan keuangan. 

d. Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat clan 

kearsipan. 

e. Pengelolahan aset clan barang milik daerah. 
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f. Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing-masing seksi dan 

perangkat kecamatan. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan 

kepegawaian. 

b. Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata 

kearsipan. 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas. 

d. Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas. 

e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan 

umum dan kepegawaian. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan 

Data. 

b . Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan 

penganggaran. 

c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan 

Program. 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan. 

e . Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai. 

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil 

pengawasan. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan 

umum. 

b . Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat 

kecamatan. 
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit 

kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan. 

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan 

peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan 

perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia. 

e . Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

tertib administrasi pemerintahan desa. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, 

fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. 

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat desa. 

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan. 

i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi 

terpadu Kecamatan. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

5} Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk 

ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan 

Kecamatan. 

b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 

terhadap keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun swasta 

yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat diwilayah kerja Kecamatan. 

c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan 

oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. 

d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas 

dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum. 

e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan 

kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan. 



f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan 

kepemudaan. 

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

6) Seksi Kesejahteraan Sosial 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: 

a . Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan 

kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial. 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam 

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, 

gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular. 

c . Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, 

kepemudaan, dan olahraga. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan 

kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran 

serta masyarakat dalam kebersihan. 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan 

masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta 

hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat 

setempat. 

f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan 

ketahanan nasional. 

b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan 

intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna 

mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional. 

c . Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d . Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum 

diwilayah kecamatan. 

e . Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka 

agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan 



ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah 

kecamatan. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat 

menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik 

kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelanggaran 

tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung 

baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan 

Gondangwetan sampai Bulan Desember 201 7 (triwulan IV) adalah 

sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut 

kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Gondangwetan adalah 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel: 1 

JUMLAH PEGA WAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

NO. JENIS KELAMIN PNS PTT JUMLAH 

1. Laki-Laki 18 2 20 

2. Perempuan 5 2 7 

JUMLAH 28 4 27 



Tabel: 2 

DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN 

NO. GOLONGAN/RUANG JUMLAH 

1. IV/ a - Pembina 2 

2 . III/ d - Pena ta Tk. I 4 

3 . III/ c - Pena ta 4 

4 . III/b - Penata Muda Tk. I 2 

5. III/a - Penata Muda 1 

6. II/d - Pengatur Muda Tk. I 4 

7 . II/c - Pengatur 2 

8 . II/b - Pengatur Muda Tk. I 1 

9. II/ a - Pengatur Muda 

JUMLAH 20 

Tabel: 3 

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN 

NO. PENDIDIKAN PNS PTT 

1. Pasca Sarjana (S2) 3 -

2 . Sarjana (SI) 6 -

3. DiplomaN - -

4 . Diploma III - -

5. Diploma II - -

6. Diploma I - 1 

7. SMA 9 3 

8 . SMP 2 -

9. SD - -

JUMLAH 20 4 
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Tabel: 4 

DATA NILA! IP ASN PEGAWAI KECAMATAN GONDANGWETAN TH 2023 

No Nama Lengkap NIP Jabatan Nilai IP ASN 

1 MOH. HIDAYATULLAH, S.STP, MT 198212312001121005 Camat Gondangwetan so 

2 WAHONO ADJI, SH, MH 196609141987121004 Sekretaris Kecamatan 
75 

3 SUWANDI, S.PD 196606081988031013 
Kepala Seksi Pemerintahan dan 

Pelayanan 45 

4 DEWI AGUSTIN !, S.PD 196508031986022002 
Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat 60 

5 PUTRANTO HARIYONO, SE 196806122007011058 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 
45 

6 DIDIK EDY SUWITO, S.PD 196706071986021001 
Kepala Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban 45 

7 MUKTI YULIANINGSIH, SE 197107072007012014 
Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 45 

8 M . LUTHFI GHOZALI, SE, MM 198307282010011017 
Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Pelaporan 50 

9 GALUH ERWIN S. 197805252007012011 Pengadministrasi Keuangan 
35 

10 
MUCHAMMAD SALIM 

196704202007011021 Pengadministrasi Kepegawaian 
MACHMUD 35 

11 KHIDIR 196512142007011013 Pengadministrasi Kependudukan 
35 

12 MUHAMMAD SAMSUL ANSORI 196711012007011031 Pengadministrasi Umum 
35 

13 MAKHFUD 196604052007011038 Pengemudi 
31 

14 MUJAYIN 197205312008011007 Petugas Keamanan 
31 

15 MOHAMMAD HASBIYAH, SH 196611111993031008 Lurah Gondangwetan 
60 

16 ENDAH PAKUWATI 196809191994032014 Sekretaris Kelurahan Gondangwetan 
35 

Kepala Seksi Pemberdayaan 

17 SLAMET, SE 196710291991031009 Masyarakat Kelurahan 

Gondangwetan 45 

18 SOLEH FAUZI, S.PD 197406101999031006 
Kepa la Seksi Sosial Kelurahan 

Gondangwetan 45 

19 KHOLISAH UMAMI 198309242010012004 Pengadministrasi Kepegawaian 
35 

20 DINA INDRIYANI 198212252010012014 Pengadministrasi Kepegawaian 
35 

21 CICIK DWI RETNO UTAMI 198303082007012002 Pengadministrasi Perkantoran 35 
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2.2.2 Sarana dan Prasarana 

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung 

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan 

Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Gondangwetan meliputi 

Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut: 

Tabel: 5 

DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN GONDANGWETAN 

NO 
JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1. Tanah 1 Unit 

2. Gedung kantor 1 Unit 

3 Rumah Dinas 1 Unit 

4 Pendopo 1 Unit 

5 Avanza 1 unit 

6 Isuzu Panther 2002 1 Unit 

7. Suzuki RC 100 2 Unit 

8 . Honda WIN 4 Unit 

9 . Yamaha N-MAX 2 Unit 

10. GLPro lUnit 

11. Komputer 9 Unit 

12. Laptop 7 Unit 

13. Printer Epson LQ 2190 2 Unit 

14. Printer Epson LQ 310 1 Unit 

15. Printer Epson L3110 2 Unit 

16. Printer Epson L210 2 Unit 

17. Printer Epson Ll 100 2 Unit 

18. Printer Epson L360 1 Unit 

19. Printer Deskjet 2 Unit 

20. Mesin Ketik 1 Unit 

21. Sound Sistem 4 Unit 



22. Kipas Angin berdiri I 4 Unit 

23 . Kipas Angin dinding 6 unit 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh 

seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai 

urusan otonomi daerah. 

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil 

kinerja Kecamatan Gondangwetan dapat diperkirakan kebutuhan 

pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan 

Kecamatan Gondangwetan adalah terwujudnya pelayanan yang 

berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang ddukung oleh sarana dan 

prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas 

kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan 

pembangunan disegala bidang. 

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk 

menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) 

faktor strategis, yaitu kekuatan clan kelemahan. Kekuatan adalah situasi 

dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan 

organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. 

Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang 

mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor 

internal yang ada di Kecamatan Gondangwetan adalah susunan 

organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran 

hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan 

anggaran dalam pelaksanaan tupoksi. 

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan 

Gondangwetan berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 

2.3 berikut : 
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Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN GONDANGWETAN 

TARGET REAL TARGET REAL TARGET REAL TARGET REAL 
2019 2019 2000 2000 2021 2021 2022 2022 

CSAKIP 

C PLYNAN PUBLJK 

CPMBDY MASY 

■ PNGAN PRMSLHN 

■ PMBNAAN PE MOES 

Secara umum Kecamatan Gondangwetan telah dapat melaksanakan 

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing 

indikator program disampaikan sebagai berikut : 

a. Nilai SAKIP 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP 

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja 

yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja 

Nilai Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 

Kantor Kcamatan Gondangwetan sebagai berikut : 



SASARAN 

KINERJA 

Nilai SAKIP 

Tabel: 

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA 

INDIKATOR NILAI SAKIP 

TARGET REALISASI 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 

67,00 70,00 72,00 73,00 67,30 72,20 72,38 

Sumber data: Laporan Hasil Penilaian SAK.IP Tahun 2019-2022 

2019 

Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA 

INDIKATOR NILA! SAKIP 

2020 2021 2022 

□ TARGET 

■ REAUSASJ 

2022 

73,64 

Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator 

kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, 

mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan 

pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. 

Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja 

pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi. 

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan 

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyafrakat. 

Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan 



kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan 

fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan 

kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan 

penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan 

publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas 

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan 

pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut : 

Tabel: 

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA 

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN 

SASARAN TARGET REALISASI 

KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 

Meningkatnya - - 90% 90% - - 90% 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Sumber data: Laporan Kinerja Tahun 2019-2022 

Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA 

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN 

2019 2020 2021 2022 

■ TARGET 

■ REALISASI 

2022 

90% 
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Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi 

kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun 

renstra diproyeksikan dapat dipenuhi. 

c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 

melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat 

kecamatan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut: 

Tabel: 

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA 

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

SASARAN TARGET REALISASI 

KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 

Meningkatnya - - 75% 80% - - 85% 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Sumber data: Laporan Kinerja Tahun 2019-2022 

KENC,L'VA PJ:HJ/ANGU.\ '.4N DAE,rAJJ 'DUil ?\' 2,124 2i'>::,i 

2022 

90% 



Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA 

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

□ TARGET 

■ REAIJSASI 

2019 2020 2021 2022 

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat 

terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang 

relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra 

diproyeksikan dapat dipenuhi. 

d. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan 

Upaya mewujudkan kondusiftas wilayah dilakukan dengan 

mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terllibat secara 

langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta 

diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan 

dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini 

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban 

masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan 

sebagai berikut : 
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Tabel: 

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA 

MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 

SASARAN TARGET REALISASI 

KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Meningkatnya - - 90% 95% - - 90% 95% 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat 

Sumber data: Laporan Kinerja Tahun 2019-2022 

Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA 

MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 

■ TARGET 

■ REALISASI 

2019 2020 2021 2022 

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan 

ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022 , 

dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja 

pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi. 

e. Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk 

mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, 

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan 
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kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya 

saing desa. 

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan 

pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut: 

Tabel: 

PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA 

MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN 

SASARAN TARGET REALISASI 

KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 

Meningkatnya - - 80% 85% - -

Pembinaan Desa/ 

Kelurahan 

Sumber data: Laporan Kinerja Tahun 2019-2022 

Gambar: 

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA 

MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN 

2019 2020 2021 2022 

800/o 

2022 

85% 

Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ 

kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi 

kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun 

renstra diproyeksikan dapat dipenuhi. 
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2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gondangwetan yaitu : 

a) Pemerintahan Desa 

b) Masyarakat 

c) Kelompok Masyarakat 

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah 

Lembaga/mitra pelayanan di Kecamatan Gondangwetan yaitu: 

a) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) 

b) Puskesmas 

c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

d) Balai Penyuluhan Pertanian 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat 

dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk 

dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai 

dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu 

dicarikan alternatif pemecahannya. 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi 

isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas 

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3.1. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tu.gas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah 

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifi.kan bagi 

kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu 

trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak 

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan 

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Togas & Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

TABEL 3.1 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

NO PERMASALAHAN 

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan 

2 . Bencana Alam yang berpengaruh pada Perekonomian 

3. Konsistensi pendanaan dan Perencanaan ke Penganggaran yang perlu diselaraskan 



4. 

5. 

6. 

NO 

Sumber Data dan Informasi kurang 

Pemberdayaan pada masyarakat yang masih minim 

Belum adanya 

kelurahan 

pendampingan dari pemerintah daerah terkait penyerapan anggaran 

TABEL 3.2 

Permasalahan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

ISU AKTUAL ISU - ISU STRATEGIS 

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang 1. Lemahnya integritas dan profesionalitas 

3. 

belum optimal aparatur 

Pelayanan non perizinan yang belum 

optimal 

Perencanaan Anggaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat kadang-

2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya 

3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan 

yang telah dibentuk 

4 . Keterbatasan kewenangan dan anggaran 

yang limpahkan / diberikan 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam mengurus perizinan dan non 

perizinan 

2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak 

efektif 

3 . Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

4 . Belum terwujud kesadaran masyarakat 

terhadap keten tuan Peraturan Perundang­

undangan 

1. 

ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di 

pemerintah daerah dengan kebijakan 

kadang berubah dengan adanya aturan pemerintah pusat pada saat tahun berjalan 

pusat 

4. Data yang diberikan ke Kecamatan Sumber data yang belum valid karena diperoleh 

seringkali tidak akurat 

dibutuhkan survey dan 

perubahan 

sehingga 

dilakukan 

dari berbagai sumber yang berbeda 
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5. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka 

yang kurang secara pengetahuan meningkatkan kompetensi SDM 

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata 

ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan 

Gondangwetan bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan 

dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan 

Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di 

wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati 

kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas 

kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan 

segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, 

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi 

masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya 

visi Kabupaten Pasuruan; 

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di 

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan 

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan · 

Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan 

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk 

sungguh-sungguh memperhatikan Company/ Coorperate Sosial 

Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar 

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, 

maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara 

prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki 

legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada 

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar 

Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan den 
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masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan 

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, 

menciptakan kepuasan dan pada akhimya mampu mendorong 

berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; 

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas 

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian 

pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang 

ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara 

kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan 

kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah 

aparatur; 

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Gondangwetan dan di 

lingkungan sekitamya dilakukan dengan analisa SWOT yang rnelibatkan 

seluruh personil melalui diskusi interaktif. 

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gondangwetan 

meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan ekstemal 

yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas 

faktor lingkungan, baik internal maupun ekstemal, serta dampaknya 

terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh 

pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan 

faktor kunci keberhasilan antara lain : 

1. Lingkungan Internal 

► Kekuatan: 

a. Adanya struktur lembga yang baik 

b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan 

c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan 

d. Adanya sarana dan prasarana 

► Kelemahan : 

a. Jumlah clan kualitas SOM yang belum memadai 

b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan 

kabupaten dan instansi teknis lainnya 

c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 

d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan 

evaluasi kebnerhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 
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2. Lingkungan Eksternal 

► Peluang : 

a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan 

akuntabilitas pemerintahan 

b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

melalui pembangunan ekonomi masyarakat 

c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang 

ada di wilayah dengan kecamatan 

d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas 

► Ancaman: 

a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi pemerintahan 

b. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh 

a para turn ya 

c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan 

masyarakat. 

d. Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan 

daya b_eli 

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Gondangwetan dalam 

menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut: 

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN 

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN 

diidentifikasikan permasalahan yaitu: 

a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok 

dan fungsi aparatur; 

b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai 

dampak perubahan dinamika lingkungan strategis 

c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan; 

d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja 

aparatur pemerintah; 

e. Penerapan sasaran clan indikator pencapaian target kinerja belum 

terformulasikan secara jelas 

f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) 
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g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya 

tersedia; 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan yaitu : 

a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat 

waktu; 

b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat 

dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari 

tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana 

c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan 

pelayanan prima; 

d . Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan; 

e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi; 

3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat 

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat 

diidentifikasikan permasalahan yaitu: 

a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi; 

b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di 

desa; 

c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada 

masyarakat; 

d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada 

masyarakat dalam upaya rnendukung penanggulangan 

kemiskinan; 

e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam 

Musrenbang Kabupaten. 

4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. 

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan 

masyarakat diidentifikasikan permasalahan yaitu: 

a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan; 

b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

c . Rendahnya tingkat keaktifan Linmas / Hansip. 

5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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Dalam penyelenggaraan . pemerintahan desa diidentifikasikan 

permasalahan yaitu: 

a . Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes; 

b. Belum terwujud kesadaran .pemerintah desa terhadap pengelolaan 

keuangan clan aset yang baik. 

c . Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi 

dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan 

kecamatan 

d . Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan 

profil desa; 

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

Tabel: 

PEMETAANPERMASALAHAN 

NO POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH 

1. Tata Kelola Belum efektifnya Rendahnya 

Organisasi dan pelaksanaan tugas kompetensi aparatur 

Manajemen ASN dan fungsi aparatur 

Keterbatasan sarana 

dan prasarana 

Konsistensi Seringnya terjadi Banyaknya sistem 

pelaksanaan perubahan rencana aplikasi yang belum 

kegiatan terhadap anggaran akibat terin tegrasi dengan 

rencana anggaran perubahan regulasi perencanaan prog/ 

yang telah dan ketentuan kegiatan dan 

ditetapkan anggaran 

2 . Penyelenggaraan Belum optimalnya Belum terwujud 

Pemerintahan clan pelayanan perijinan komitmen aparatur 

Pelayanan Publik dan non perijinan dalam melaksanakan 

pelayanan prima 

Minimnya 

pemanfaatan 

teknologi informasi 
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3. Pemberdayaan dan Minimnya tingkat Belum aktifnya 

Penguatan 

Kelompok 

Masyarakat 

partisipasi lembaga Lembaga 

kemasyarakatan/ Kemasyarakatan 

Pokmas di desa/ Desa/ Kelompok 

kelurahan Masyarakat 

Bantuan sosial belum SDM 

tepat sasaran operator 

Belum 

akurasi 

penerima 

sosial 

petugas/ 

terwujud 

data 

bantuan 

4. Ketentraman dan Tingginya angka Masih rendahnya 

Ketertiban Umum kriminalitas di keterlibatan 

Masyarakat wilayah kecamatan masyarakat dalam 

menjaga keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat 
--------1- - -

Rendahnya tingkat 

keaktifan Linmas / 

Hansip 

5. Tata Kelola Penyel Masih terdapat Kesadaran 

Pemerintahan Desa permasalahan hukum pemerintah desa 

terhadap pengelolaan terhadap pengelolaan 

anggaran desa keuangan dan aset 

yang baik . 

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis 

Tingkat 

aparatur desa 

SDM 

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan 

Gondangwetan dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, 

permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan 

diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis 

dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait 
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maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di 

Wilayah Kecamatan Gondangwetan. 

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu 

strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan 

Gondangwetan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang 

profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika 

lingkungan strategis 

2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi 

informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, profesional dan akuntabel; 

3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyaraka 

4. Pengkoordinasian upaya p~nyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyakarat 

dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar; 

5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, tranprans dan 

akuntabel serta tertib administrasi 

RF.i\'C4l\~ PL-HJ?;L\'1.;l-WAN f>AERAJJ TAI/I 'N .!J:24-2,};.!tJ 



Tabet 3.1 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gonclangwetan 

Kabupaten Pasuruan 

Target Renstra 
lndikator Kinerja Target (8PM, Pera.Dgkat Realisaai Capalan Raaio Capaian pacla 
aeeuai Tugaa clan IKK clan 

NO 
l'u.npl Perangkat lndikator 

Daerah Lainnya) 
2019 

(1) (2) (3) (4)

1 
lndikator Tujuan dan 
Sasaran Perangkat Daerah 

lndeks Kepuasan 
77,00 

Masyarakat 

Persentase Jenis Pelayanan 
yang Berkualitas 

Persentase Desa/Kelurahan 
yang telah dibina 

Persentase Konflik yang 
tertangani diwilayah 
Kecamatan 
Nilai SAKIP Kecamatan 66,00 

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395 

Keterangan: 
1. lndikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021
1. lndikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021

Daerah Tahun 

2020 2021 2022 
(5) {6) (7) 

80,00 85,00 87,50 

80% 82% 

-------- -------

75% 78% 

-------- -------

100,00 100% 

70,00 72,00 73,00 

Tah-ua.ke 

2023 2019 2020 2021 

(8) (9) (10) (11)

90,00 86,80 88,55 89,91 

85% 85% 

-------

80% 80% 

-------

100% 100% 

75,00 67,72 72,44 72,18 

Tahunke-

2022 2023 2019 2020 
(12) (13) (14) (15) 

90,14 112,73 110,69 

87% 

82% 

100% 

73,64 102,61 103,49 

2021 

(16) 

105,78 

106,25 

106,67 

100,00 

100,25 

Pasuruan, April 2023 
CAMAT GONDANGWETAN 
KABUPATEN PASURUAN 

             ttd.

MOHAMMAD HIDAYATULLAH, S.STP, MT 
NIP. 19821231 200112 1 005 

2022 
(17) 

103,02 

106,10 

105,13 

100,00 

100,88 

2023 
(18)



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2 024 - 2026 

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Gondangwetan mengacu pada 

sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 

- 2026 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" serta permasalahan 

dan isu strategis yang disajikan pada Bab III. 

Tujuan Renstra Kecamatan Gondangwetan yakni "Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Di Tingkat Kecamatan". Dengan indikator tujuan "Indeks 

Kepuasan Masyarakat {IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra 

Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD 

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Penentuan target kinerja tahun 2024 - 2026 beserta indikator kinerja 

dapat dilihat pada tabel 4 .1. 



NO TUJUAN 

1 2 

Meningkatnya Kualitas 
1 Pelayanan Di Tingkat 

Kecamatan 

TABEL 4.1 
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan 

SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN 

3 4 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Kecamatan 

Meningkatnya Hasil Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pers en tase Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik Dan Kecamatan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Meningkatnya Akuntabilitas 
Nilai Sakip Perangkat Daerah Kinerja PD 

TARGET KINERJA TUJUAN/ 
SASARAN PADATAHUN KE-

2024 2025 2026 

5 6 7 

91 ,00 92 ,00 93,00 

100 100 100 

76 ,00 78,00 80 ,00 

RE,VCAN.-1 n;1/t,,LV(,1'NAN DAl.'f/.1lf 7:1//(W ::,>.!t--:!<'21i 



Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1 
Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 

tabel 4.1 
NO Indikator Kinerja Penjelasan I Formula Perhitungan 

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-

(IKM) Kecamatan tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan 

Permenpan No. 14 Tahun 2017: 

1. Persyaratan 

2 . Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3 . Waktu Penyelesaian 

4 . Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7 . Perilaku Pelaksana 

8 . Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan 

9 . Sarana dan prasarana 

2 Persentase hasil Rata-rata capaian indikator kinerja program = 

Penyelenggaraan Kecamatan jumlah capaian indikator kinerja program : 

jumlah program 

Capaian indikator kinerja program = (realisasi : 

target) x 100% 

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah 

sebagai berikut : 

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik 

2 . Program pemberdayaan masyarakat desa dan 

kelurahan 

3. Program koordinasi ketentraman dan 

ketertiban umum 

4. Program penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum 

5 . Program pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa 

3 Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah 

berdasarkan komponen penilaian rnanajemen 

kinerja meliputi : 

1. Perencanaan Kinerja 

2 . Pengukuran Kinerja 

3 . Pelaporan Kinerja 

4 . Evaluasi Kinerja 

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021) 



4.2 Cascading Kinerja PD 

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran 

Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara 

vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai 

yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan 

Gondangwetan Tahun 2024 - 2026 beserta target kinerja dapat dilihat 

sebagai berikut: 

RL\'Dt.V.4 PE.\ff/AN6L',\'.4,V D.4£/lAJJ TAHI'!\' :-,>24-20:!ii 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari 

misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam 

kebijakan clan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang 

bermuara pada tercapainya visi pembangunan. 

Kebijakan OPD merupakan turunan clari kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan clengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, 

kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan 

Gonclangwetan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pecloman bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 

Sebelum menentukan strategi clan arah kebijakan dimasa menclatang, 

perangkat daerah perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa 

manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis SWOT pada 

Kecamatan Gondangwetan : 

Tabel 5.1 

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan : 

MEMBANTU MENGHAMBAT 

Strengths (Kekuatan) : Weakness (Kelemahan): 

1. Koordinasi antar tim dalam 1. Kualifikasi Penclidikan 

meningkatkan pelaksana yang tidak sesuai 

penyelenggaraan dengan jabatan yang diampu 

pemerintahan sehingga koordinasi 

2. Memperhatian kualitas terhambat 
:5l 

~ pelayan publik yang baik 2. Pelaksana yang tidak 

Q terhadap pengguna layanan memahami Standar 

~ 3. Melaksanakan pembinaan Pelayanan maupun Standar 
Q 

pada masyarakat maupun Operasional Prosedur 

desa dalam pengembangan 

kualitas 

4. Mengoptirnalkan peningkatan 

Akuntabilitas Perangkat 

Daerah 



Opportunity (Kesempatan) : Threats (Ancaman): 

1. Kerjasama dengan mitra 1. Tidak adanya koordinasi 

perangkat daerah dalarn yang baik antara pemerintah 

penyelenggaraan kecamatan dengan muspika 

pemerintahan untuk menjadi 2. Oknum pengguna layanan 

~ lebih baik yang tidak memenuhi 

~ 2. Respon dari pengguna standar pelayanan 

~ layanan untuk memperbaiki 3. Nilai SAKIP mengalami 
Q 

kualitas kedepannya penuruan jika ada 

3 . Kewenangan Tim Penilaian kurangnya integritas pegawai 

SAKIP dari Inspektorat dalam akuntabilitas kinerja 

Daerah untuk memberikan 

kesempatan dalam perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan 

Gondangwetan tahun 2024 - 2026 sebagai berikut: 

a. Strategi: 

Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang 

Desa / Kecamatan; 

Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada 

masyarakat yang responsif. 

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel 

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 

pemerintahan yang lebih memadai. 

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan 

Keuangan. 

Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparat 

Kecamatan dan Desa. 

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait · dalam 

pemeliharaan Kantrantibmas. 

Meningkatkan kualitas aspirasi dan sistem perencanaan 

pembangunan. 

Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan 

kegiatan ekonomi masyarakat berikut kelembagaannya. 



b. Kebijakan: 

Kebijakan adalah langkah - langkah yang harus diambil 

dalam melaksanakan rumusan strategi yang telah ditetapkan. 

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : 

Membangun komitmen dan konsistensi terhadap pola pelayanan 

yang baik dan tanggap; 

Mereview dan menetapkan standart pelayanan publik; 

Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat; 

Penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan yang 

memadahi berbasis teknologi informasi; 

Memelihara jaringan informasi dan penyediaan data 

kependudukan dan data lainnya secara akurat; 

Menyusun laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan 

secara tepat waktu; 

Mendorong peningkatan kedisiplinan aparatur; 

Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan 

pelatihan; 

Pembinaan aparatur pemerintahan desa sebagai upaya 

penyelenggaraan administrasi pemerintah desa; 

Membentuk tim monitoring dan evaluasi serta menyusun jadwal 

dengan melibatkan dinas terkait; 

Pembinaan administrasi keuangan desa secara rutin dan 

periodik; 

Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan sebagai upaya 

pengelolaan aset dan peningkatan PAD; 

Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penarikan Pajak/PBB 

sebagai sumber PAD; 

Meningkatkan pengamanan dan monitoring terjadinya kasus­

kasus yang ada serta melakukan koordinasi dengan Kepala 

Desa, Sekretaris Desa serta Instansi setingkat; 

Penggalian gagasan awal sebagai rumusan dalam perencanaan 

pembangunan; 

- Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan 

perencanaan pembangunan; 



Sosialisasi dan melakukan pembinaan lembaga dan organisasi 

masyarakat desa. 

Mendorong peran aktif pemuda dalam perencanaan 

pembangunan di Desa. 

Menfasilitasi terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat 

dan menyusun data potensi ekonomi di Desa. 

RLVCANA Pl3/R1.VGL\\'A,\' n.ff.RAFI T.·IJ/B\' 2, 121 202,; , 



TUJUAN RPD 
SASARAN RPD 

1. 

Tabet 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

: Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing 
: Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis 

Tujuan Sasaran lndikator Sasaran 

Meningkatnya Hasil Koordinasi 
Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Persentase Hasil Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik di Tingkat 1 

Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Kecamatan 
Kecamatan 

Masyarakat Desa 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
2 Nilai SAKIP PD 

PD 

Strategi 

Meningkatkan Kualitas Layanan 
Kepada Masyarakat, Koordinasi 
serta Pembinaan terhadap 
Pemerintahan Desa, 

Membangun Budaya Organisasi 
berorientasi Akuntabilitas 
Kinerja 

Pasuruan, April 2023 

CAMAT GONDANGWETAN 

KABUPATEN PASURUAN

ttd. 

Arah Kebijakan 

Meningkatkan Fasilitas 
Pelayanan, Meningkatkan 
Kualitas dan Kuantitas 
Pembinaan Pemerintahan 
Desa 

Meningkatkan Kualitas evaluasi 
akuntabililas Kinerja 

MOHAMMAD HIDAYATULLAH
1 

S.STP, MT 

NIP. 19821231200112 1 005 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM 

DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

6.1. Rencana Program 

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan 

untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan 

Gondangwetan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang 

dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

b . Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

6.2. Kegiatan 

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah 

disusun berbagai kegiatan, antar lain: 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 



2 . Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat 

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

4 . Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 

2 . Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

6.3. Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada 

dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan 

sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator 

dispesifi.kasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa 

dan lembaga masyarakat. 

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan 

pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6 .1 sebagai berikut: 



lndtki1tur Indikator 
Tujuan Tujuan Sa&aran Sasaran Kode Program dan Keglatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) 

Menlnvk• tnv• ..... , ... 
IKM Menlftll lcatnya Nllal SA.KIP PROGRAM PENUNJANG URU5AN 

1 Pelayanandi Kuali tas Ni}al SA.KIP Perangltat PEMERJNTAHAN DAERAH 
Tiftgkat 

kecamiltan 
Perangkat D•erah Daerah KAIUPATEN/ KOTA 

Keaimatan 

Perenc:anaan, Penga"9Garan, clan 
Evaluasl klnerja Perangkat [)aerah 

Penyosunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Koordlnasl dan Penyusunan dokumen 
RKA-5KFO 

Koordlnasl dan Penyusunan OPk SKPD 

Koordlnasi dan Penyusunan Perub~n 
DPA- SKPD 

Kooramasi dan t'enV\,JSunan i.ovuran 
~pal an ... ~~ dan Ikhtlsar Reafisasl 

Admlnistrasl Kcuangan Perangtat 
Daerah 

Penyediaan GaJJ dan TunjMOM ASN 

Pt:nyediaan Adminlstrasl Pefaksanaan 
Tugas ASN 

PeJaksanaan Penalauiahaafl dan 
Pengujian,'Veriflkasl Keuangan SKPD 

Admlnlstrasl Barang Mlllk Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Penyusvnan perencanaen Kebutuhan 
Barang Mlik Daerah SkPO 

Penatausahaan Barano Milk Daerah 
pada SKPD 

Admlnistrasl Kepegawalan 
Perangkat Daerah 

Pengadaan Paketon Oines Beserta 
Atribut Perlengkaponnya 

Pendataan dan Pengolahan 
Admlnistrasl Kepegawaian 

Pendk!fkan dan f'Qatlhcln Pegawltl 
Beroasartan Tugas dan Fun<JSI 

Admlni:strasi Umum Peranc,kat 
Daerah 

Penyediaan Kompone.n [nstalasl 
Ustrik/Penerangan Banguoan Kantor 

Tabel 6,1 
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Gondangwetan 

Kabupaten Pasuruan 

lndlkilltor lanerja 
Data Capal;an pada 

Target Klnerja Program dan Keraingka Pt:ndanaan 

Kondlsl Klnerja pad.,. akhlr Tahun Awai 
Tujuan,Suaran,Program Peranmnaan Tahun 2024 Tahun 2025 Tatiun 202115 periode Renstra Perangkat 

(outcome) clan tee.Iatan (oull)ut) 
(2023) Daerah 

Tartiat Rp Target 
Rp 

Target 
Rp 

Target 
Rp 

Klnerja Klnerja Klnerja Klnerja 

(7) (8) (0) (10) (11) (12) (U) (14) (15) (US) 

Pusentase peme:nuhan penunjan9 
3.705.40f5.078 1000/o 3.875.051.200 1000/o 4,259,8015.320 100% 4 ,6&5,786,952 100% 12.820.&44,472 

urusan pemerlntahan 

....-a-1-ntase ICOMISteRII u-.., ......... r 
klnerja program/ keglatan/ sub 

5,000,000 100% 1$,000,000 100% 10,500.000 10~/u 18,150.000 1000/o 49,fiSO.OOO kegiatan pada dok. Rencana, 

Jumlah Dokumen Perencanaai, 
1 Dokumen 

I 
5.000,000 1 5.500.000 

I 
6.050.000 

1 
16.550.000 

Per;,ngkert: Daerah dokumen dokumen dokumen dokumen 

Jumlah Llporan Dokumen RKA-SKPO 
5 I 1 1 clan laporan haslt koordlMSI 5,000.000 

dokumen 
5,000.00U 

dokumen 
5.500,000 

dokumen 
6.050.000 

dokumen 
16.550.000 

penyusunan dokumen RICA Sl(PO 

tJUm.an oor.:umen Ut'A-~",...., oan I I I l 
taporan h~L k~~,';'~nasl Penyusunan laporan 

5,000.000 
laporan 

5,500,000 
lapo,an 

6,050.000 
lctporan 

16,550.000 

1 JUmIan aor.:umen Ut'A•~ .. ..-1.1 oan 
l l l l 

~ran hasll koordlnasl ~usunan Laporan 
3.000.000 ll,poran 3,300.000 - 3.630.000 laporan 9.930.000 

....... ,, .... ,.. , not._.-~ ...... 

Jumlah ~ran capaian ktnelji, dM I 1 I 1 
lkhrtisar ReafbiaSi kinerja SKPD laporan 

J.000.000 
laporan 

3,300.000 lopon,n 3.630,000 
laporan 9.930.000 

Persentase pemenuhan 
3.313.982.449 100% 3.419,545,000 100% 3.711.4-99 .500 100% 4 .137,649A50 100% 11.318.1593 .95D 

admlnfstrul keuangan 

Jumlah pembayar1¼1'1 Gajl dan 
2.884.620.457 14 bin 2.990.000.000 

224 urg• 
3.289.000.000 

224 org• 
3.617.900,000 

224org-
9.696.900.000 

Tunjarigan ASN bin bin bin 

Jumlah pembayaran Jflse Petugas 
204 0<11· 2040,g- 20◄ o.-g-Penunjang KeglMan K~ntcr/Lapangan 381,216,992 12bln 382.4C0.000 420.640,000 462,704.000 1.265.744.000 

melalul perjan~an/petlkalan bin bin bin 

Jum,ah pembayaran honorarium 
pejabatpenatausahaan keuangan, 

47,145.000 12 bin 47, 145.000 
84 org-

51,859.500 
84 org. 

57,045,450 
84Dr9-

156.049.95{) keQiatan dan pelakupengadaan bin bin bin 
baraog/jasa 

Persentase pemenuhan adm BMO 1000/o 5.000,000 100% 2.750,000 100% 3,025.000 1000/o 10.775.000 

jumlah rencane kebutuhan barang 1 
2.500,000 

I 
2.750 .000 

I 
3.025,000 

I 
8.275,000 mlfik Oae<ah pada SXPO Laporan l.lporan Lapori,n Llporan 

Alm&ah laporan Penatausahaan Sarang l 
2.500.000 1 2,750.000 I 3.025.000 I 

8.275.000 Milk Oaerah pado SKPD Laporan t,,poran Laporen Laporan 

Prosenbtse. Pernenuhan 
Administrasi Kepegawalan lOOCVo 15,000.000 100% 16.500.000 100% 18,150.000 100% 49,650.000 
Perangkat Daerah 

Jumlah Pak.et Pakaian Oioas beserta - l Paket 5.ooo.ooo 1 Paket 5.500.000 l Pake:t 6,050.000 1 Paket 16.550.000 
Atribut Kefengki,p~ 

JumJah Ookumen Pendataan dan - I 5,000,000 1 5.500,000 I 
6,050.000 

I 
16,550.000 

Pengolahan Adminlstrasl Kepegawalan Ookumen Ookumen Ookumen Ookumen 

Jumlah apMatur yang menglkutl 
2 o,a~ 5.ooo.ooo 2 Orang 5,500.000 2 OIO~ 6,050.000 2 Ora~ 16.550,000 

pendidik:an dan peiaUh&n 

Persentase pe.menuhan 
120.500,000 100% 144,800,000 100% 150.280,000 100% 175,208,000 1000/e 479,288,000 

adminis:trasi umum 

.Jumlah Komponen Insta"'sl 
7 jenls 4,800.000 7 jenls 5,280.000 7~nls 5.808,000 7 jenls 15.888.000 

Ustrik/Penerangan8engunan Kantnr 

Unlt Kerja 
Pera ngllat 

Translsl Tahun 20V Daerah Lokasl 
Pt:nang-

gung•jawab 

Tilrget 
Rp 

Klnerja 

(17) (18) (19) (20) 

100% 5.154.365,647 '"' Caol\OOngwe.ran 

100% 19,965.DOO '"· Ciordengwetan 

1 
6.655.000 

Kee. 
dokumen Ciondar~tan 

1 '"" dokumen 
6,655,UOO Gordar,gw,etan 

1 '"" laporan 
6,655.000 Cionctargwetan 

1 "'· dokumen 
3.993,000 

CiondenQWl!tan 

l '"'" dokumen 
3.993.C00 Gcrrdll!QWlllln 

100% 4.551.414.395 '"' Go~/'Jl'}N'etan 

224 Of'9" 
3.979.690.000 '"· bin Gon.ie,rqffetan 

20◄ 01'9" ""' 508.974 ,400 
bin GondaflQWltan 

84ot~ 
62.749,995 '"' bin Gcn&ngwetan 

100% 3 ,327,!5D0 '"-GoM,ngwo!llln 

l 
3.327.500 

<,c 

Laporoo <iotdatlQWl?tan 

J 
3.327.500 

K,c 
Laporan Gondlll!QWl!tl!ln 

'"· 100% 19 ,965.000 Gondangwetan 

l Paket 6.655.000 

l 
6.655,000 

Ookumen 

2 Orang 6,655,000 '"· C.CridiifV,'fEtan 

100% 192.728.800 
l(ec, 
Ciond!!ngwetan 

7 jenls 6,388,800 "''· G;indan;iwetan 



Penyediaan Peralatan dan Jomlah Peratatan dan Periengkapan 
22 jenls 3,500.000 22jenis 3.850.000 22jenls 4 ,235.000 22)<.>nls 11.585.000 22 jenls 4.658.500 '"' Perlengt.Dpan Kantor Kantor Gardangwetan 

Peoyed!aan Peralatan Rumah Tangga 
Jumlah Paket Peralatan Rumah Taogga 

1 Paket 1.000.000 1 Paket 1.100.000 1 Paket J.210.000 1 Paket 3.310.000 1 Pak.et 1.331.000 
yang Dlsediakan 

Penyedlaan Bahan Logistik: Kantor l!Jmlah l>ahan loglstik 15.SOO.OOO 36jenls 16.000.000 36jenls 17.600,000 36jenls 19,360.000 36 jenis 52.960.000 36 jenls 21.296 .000 
Kee. 
Gc~ngwetar. 

Penyediaan Barang Cetakan dan JomJah pembelian barang cetakan dan 
15.000.000 8 jenis 10.000.000 Sjenls 11.000.000 8 jenis 12.100.000 8 jenis 33, 100.000 8 jenls 13.310.000 '"· PenQgandaan penggaooaan Gol'\dn~tlln 

Penyediaan Bahan Bacaon clan 
Jumlah Dokumen Ballan Bataan dan 

1 1 1 1 1 
Per;,turan Perundang-undangan yang 2.500.000 2.750.000 3.025.000 8.275.000 3.327.500 

Peraturan Perundang-unclangan 
Oisedlakan 

Dokumen Ookumen Ookumen Ookumen Dokumen 

Fasiit.asi Kunjungan Tamu 
Jumlah penvediaan konsumsl tamu dan 

20.000.000 100 org 20.000.000 100 org 22.000.000 100 org 24.200.000 100 org 66.200.000 100 org 26,620.000 '"· rapat Gondar,gwetan 

Penyeter,ggaraan Rapat Koordinasl dan Jumlah Ja,poran kootdinasl dan 
70,000.000 

12 
77.000.000 

12 
84.700,000 12 93.170,000 12 254,870,000 12 

102.'187,000 '"· Konsuttasi SKPD perjalanan dioas k.eluar daerah laparan laporan taporan laporan laporan Gooda~/l 

Oukungan PeJaksanaan Slstem T ertaksananya Dukungan Pesaksanaan 
1 1 1 1 1 

Pemerintahan BerbaSls Bettronik pada Sistem Pemerint.ahao Berbasis 
Ookumen 

10.000.000 
Dokumen 

11.000.000 
Doku<oon 

12,100,000 
Dokumen 

33,100,000 
Ookurren 13.310.000 

SKPD Elektronik pada SKPO 

Pengadaan Barang Mlflk D.iterah 
Proseratase Pemenuhan 
PengitdaaR Barang Milfk Daenth ""' Penunjang Untsan Pemertntah 
Penunjang UrusanP&merlntah 

85 ,766,800 100% 72.000.000 1000/o 79,200,000 10()Qlo 87.120,000 100°/o 138.310.000 1000/o 9S.832,000 Gandangwetan 
Daerah 

Oaerah 

Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Almlah Unit Kendaraan Perorangan 
Oin.:)S atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.714.800 1 Unit 0 Unlt 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

Dinas atau Kerictaraan Oinai; Jabatan 
yang Oisediakan 

Pengad&an MeubeJolr Jumlah Paket Mebel yang Oisediakan lUnlt 20,000.000 2 Unit 22 ,000,000 1 Unit 21,200,000 1 Unit 66.200.000 1UnJt 26.620,000 

Pengadaan Per~atan dan t-tesln La!nva 
Jumlah Un!t Peralatan dan Mesin 

34.680.000 4 Unlt 20,000,000 1 Unit 22,000.000 1 Unit 24.200,000 l Unit 66,200,000 lUnlt 26.620.000 
Lairinya yang Dlsediakao 

Pengadaan Aset Td'.ap Lalnnya: 
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 

2Unlt 20.000 .000 2 Unit 22.000.000 1 Unit 24,200.000 l Unit 66.200.000 1 Unit 26.620.000 Dlsedlakan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan per1engkapan 
10.Jn.000 2 unit 12.000.000 2 unit 13,200.000 4 unit 14.520,000 4 unit 39.720.000 4 unit 15.972.000 '"· Gedung Kan1Dr atou Bangunon lalnfl\'a ge,:lung kanto r Gondl rq,•11mm 

Penyediaan Jasa Penunjang Persentasa pef'nftnuhan Jasa 
Kt!C. 

Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 43,999.014 100% 48,500,000 100% 53.350.000 100% 58.685.000 1000/o 160.535.000 1000/o 64.553.500 Cs:indiirq;,etan 
Daerah (PenunJan9Nllal 

Penyedlaan Jasai Kamutl!kasl, Sumber Jumlah pembayaran telpon, air dao 
43.999.014 

36 Rek 
45.000.000 

36 Rek 
49.500 .000 

96 rek .. 
54.450.000 

96n,i(• 
148.950.000 

96 n,k· 
59.895.000 '"· D~a Alr dan Ustrtk internet setamal 2 bulari Bin llln bin bin bin Go~ngwetan 

Penyedlaan Jasa Peralatan dan Almlah Penyediaan Jasa Peralatan dan 
unit 3.500.000 5 unit 3.850.000 7 unit 4.2)5,000 7 unft 11.585.000 7 unit 4.658.500 

Kee. 

Pertengkapan Kantor PertengkapanKantor Gor.cillngweran 

Pemellharaan Barano Miflk Daerah 
Prosentare Pemenuhan 
Pemelihara,an BaranQ M.ilik Oaerah '"· Penunjilng Urusan Pemerintahan 
Pehunjang UnaanPemerintahan 

136.158.715 10011/o 155,206.200 1000/o 170,726.820 100.... 187.799,502 1000/o 513.732,522 100% 206,579.452 
G.:lnda~tan 

Oaerah 
Daerah 

Penyediaan Jasil PefTiaiharaan, Blaya 
Pe1'1"1aiharaan dan Pajak l(endaraan JumJah Pemetihar~ Rutir\lBerkala 

72.040.800 12 unit 85,000,000 5 unit 93,500.000 5 unit 102.850,000 5 unit 281.350.000 s unit 113.135.000 '"· Perorangan Dinas atau Kendaraan t:::enciaraanDlnas/Operasional U(/f\Oarq,i,t!tllO 

Olnas Jabatan 

Pemeliharaan Meubaalr Jumlah Mebei yang DlpeJlhara 0 unit 8.000.000 5 unit B.800.000 5 unit 9.680.000 5 unit 26.480.000 5 unit 10.648.000 

Pemel!Mraan Peralat&n dan ►'lesln Jumtah Peralatan clan Mesln 1:,-ainr,ya 11.533.600 15 unit 10,000.000 I unlt ll.000,000 1 unit 12.100.000 1 unit 33,100.000 1 unit 13.310.000 
Latnya yang Oipelihara 

Pemellharaan/ RehabQitasi Geclung JumJah pemeliharaun rutln/berkala 
39.292. )15 S unit 40.166.400 5 unit 44 .183.040 1 Paket 48.601.344 1 Paket 132.950.784 1 Paket 53.461.478 "'· Kantor dan ~gunan Lalnnya geoung/kan1Dr G:mdarqi,yetao 

PemeUharaan/ Rehabnltasl Sarana dan 
Jumlah pemeliharaan rutin/bencala Ke.c. 

Prasarana C,edung Kantor at:au 
Pera&atangedur,g/kantor 

13,292,000 lO unit 12,039,800 10 unit 13,243,780 3jenls 14,568, 158 3 jen!s 39.85 1.738 3 jenls 16 ,02◄ ,974 Gordar,gwt!'"..an 
Sangunan Lainnya 

MeninQb blya Hasil 
Kocrdln-asr 
Penyelenggart1o1n Indeks PROGRAM PENYELENGGARAAN 

Persentase peme nuhanpenunjang 
Pemerlntahan, Penyclenggara PEMERINTAHAN DAN PElAYANAN 215,290,000 100% 232.072,000 100% :255,279,200 100% 280,807.120 100% 768. 158,320 100% 308.887 ,832 Kt:!t , 

Petayanan Pubtlk an Kecamatan PUBUK urusanpemertntahan Q.indt'lrq,,,et6n 

dan Pembetdayaan 
~syarakat Desa 



Koordinasi Penyelen99araan 
Jumlah Laporan Hasil ICoordinasi 25 4L 41 41 41 ,,c 

Ke,giatan Pemerintaihan di Tingkat 
Penyelenqaraan Pemerintahan 189.290.000 

laporan 
212.072.000 

lapora11 
233.279.200 

laporan 
256.607 .120 

laporan 
701.958.320 

laporan 282.267 .832 Gordilrqwetiln 
Kecamatan 

Koordlr0Sf/Slnergi Perencan.,an clan 
.Jumlah laporan Hasll Koordlnasi 

Ptiaksanaan Keglatan Pemerintahan 
Pereocanaan danPelaksanaan Kegiara1l 39.290.000 15 37.072.000 2 

40 .779.200 
2 

44 .857.120 
2 

122.706.320 
2 

49.342.832 ''" dengan Perar,gkat Daerah clan Tnstansi 
Pemerlntahan (laporan) laporan laporan laporan laporan laporan GofUr.gwt!'tan 

Vertlkal Ter'lcait 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Jumtah laporan Penlngkatan Erektifitas 

10 39 39 39 39 IC«. KegiatanPemerlntahan di Tingkat 150.000.000 175.000.000 192.500.000 21l.750.000 579.250.000 232.925 .000 Pernerintahan di Tingkat Kecamatan 
Kecamatan 

laporan laporan laporan laporan laporan G¢nd&~tan 

Penyete.nggarun Unasan 
Pemerintahan yang tidak 

Juml21h Laporan Pelayat1an PATEN 26.000.000 12 
10.000.000 

12 
11.000.oco 

12 
12.100.000 

12 33,100,000 12 13.310,000 dbkNnakan oleh Unit Kerjil PD J•poran laporiln lapor.-n laporan litporan 
y•ng ada- di Kecamaten 

Peningkatzm Efektifltas Pejaksinaan Jumlah L,poran Peningkatan Efeldifitas 
Pdayaoan kepada Masyarakat di w, Peta...,,._n Pelayanan kepada 26.000.000 3 Jen~ 10.000.000 3Jnels 11.000.000 3 Jneis 12.100.000 3 Jneis 33.100.000 3 lnels 13.310.000 
Kecamatan Masyarakat di Wil Kecamatan 

Pel&ksanaan Urusan 
Pemt:rintahan yang Oillmpahkan Prosentase Realisasi PBB~P2 . 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 1000/c 33,100.000 100% 13.310.000 
kepada camat 

Pdaksanaan \Jn.Jsan Pemerinthan yang 
Jumlah l..aporan PelaksanaM 12 12 12 12 12 tl!rkalt dgn Kewenangan lain yang 
Kewenangan L.aln yang Oilimpahkan Lpaoran l0.000.000 

Lpaoran 
11 .000.000 Lpaoran 12. , 00.000 

l.paoran 33.100.000 
~an 

13.310.000 
DM!mpahkan 

PROGRAM PEMBERDAYAAN Petsenl:llSe Kejompok Ma.syarakat 
620.000,000 35¾ 719,230.000 35% 791,153.000 35% 870.268.300 35% '"" MASYARAKAT DESA DAN KEI.URAHAN yang terbina dangan Baik 2.380.6S1.300 JS'lo 957,295.130 Gondlngwet1:n 

Koordinasi Keglatan Jumlah Laporan Keglatan 
20.000.000 

1 49, 230,000 1 54,153,000 1 S9.S68 .300 1 
162.95L300 

1 
65,525,130 '"-Pt1mberdayaan Desa Pemberdayaan laporan taporan laporWI taporan laporan °"""""""'· n::n1ng~n ......... pa,51 ,-- 1 ara a 

>.Jmlah lembaga Kmasyarakatan yang 
dclam Forum Musyawarah 

Berpartlslpas:I dalam forum 5 5 5 5 5 Perencanaan Pembangunan 3.000.000 3.300.000 3.630 .000 9.930.000 3.993.000 
di Desa M1.~--vawareih Perencanaan Lembag• Lemboga u,mbaga u,mbaga Lembaga 

Pembangunan di OCsa 

f>Efllngkatan Efektifltas Keglatiln 
Jumlah Laporan Kegiatan 4 6 6 6 6 "'-Pemben:!ayaan Masyarakat di Wlayah 20.000.000 46.230.000 50.653.000 SS .93B.300 153.021.300 61.532.130 

Kecan~n 
Pemben.:fayaan laporan laporan laporan laporan laporan Gcncla~tan 

Koordln.u t Pemberdayaan K!-lurahan 
Prosentase Ju malh Kegtatan 

600.000.000 100% 670.000.000 100"/, 737.000.000 100% 810.700.000 100% 2.217.700.000 100% 891.770.00D """""'" Pemberdayaan Keh1rahan OOl"d.W9"Wtln 

pembangunan saranan dan prasarana Jumlah rehabllitasl/ pemeUharaan dan 
500.000.000 • 550.000.000 

4 
6U5.000.000 

5 
665 .500.000 

6 
1.820.500.000 

6 
732.050.000 

](elt.nt,1.m 

kelurahan gondangwetan oembangunan sarpras kelurahan k:cglatan keglatan kegiatan kegiatan keglatan ~etan 

Pe,nberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di 
100.000.000 

5 
120.000,000 

6 
132.000.000 

7 
1◄ s.200.000 

8 
397.200.000 

8 
159.720.000 """""'" Kt'lurahan Kelurahan kegiatan kegiatan kegiatan lcegiatan k.eglatan 90f)darqwt:ll!lfl 

Rask> jumlah keJadlan 
PROGlltAH KOORDlNASI KETENTRAMAN yangterfasilltul terhadap Jumlah 25.000,000 83¾ 26.S00,000 83% 29,150,000 '"-OAN KETERllBAN UMUM kejadlan fflUai denvan 

830/'o l2.06S,OOO 83% 87,715,000 83¼ 35,271,500 Gondflngwetan 

kewenangan kecam,1tan 

Koordtnasl Upaya Presentase Penyeleaalan kuus 

Penyel~•rnn Keknticreunan 
ICamtranHbmas yang 

25.000,000 90% 22.500,000 70% 24,750,000 70% 27,225,000 70% 74,475.000 70% 29 ,947,500 '"'· 
dan Ketertlban Umum 

dittndaklanjutl IUUilll Giirdangw~tlln 

kewenangan kecam1tan 

Slnergitas dengar1 Kepollsian Neoara 
)Jmlah Laporan Koordinasl upaya 

Republik: lnOOnesia, Tentara Nasional 4 4 4 4 4 '"-
Indonesia dan Instansi Vertlkal di peoyelenggraraank.etentraman dan 10,000.000 laporan 12.500.000 

laporan 
13,750,000 laporan 15.125.000 

laporan 
41.375.000 

laporan 
16.637.500 Gondang,,fftan 

Wilayah Kec:amatan ketertlban umum 

Harmorisasl Hubungan Oengan Tokoh 
Jumlah Laporan Koordlnasl upaya • 8 8 6 8 

AgMla dan Tokoh Masyarakat 
penyelenggraraan ket«itrarnan dan 15,000.000 

laporan 
10.000.000 laporan U.000.000 lapc,ran 12.100.000 

laporan 
33.100.000 

laporan 
13.310.000 

ketertibanumum 

Koord. Penerapan dan Pencgakan Terwujudnya ketertlban dan . 1000/o 4.000,000 100% 4,400.000 100% 4,840.000 100% 13. 240.000 100% 5,324.000 
i>.:.rda dan Perbda ket.eraturan sosial 

Koord./ Sinergl Der~n Perangbt 
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di .Jumlah Laporan KoordinasV Sinergl 

2 2 2 2 2 
Bidarig Penegakan Peraturan dengan Perangkat Daerah yang Togas 

Laporan 
4.000.000 

Laporan 4.400.000 Lac>oran 4.840.000 
Laporan 

13,240.000 
Laporan 5.324.000 

Perundang-Undangan dan/atau dan Fungslnya di Bldang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

PROGRAM PENYEUNGGARAAN Prosentase konflik sosial yiing 

URUSAN P!MERlNTAHAN UMUM tertangani sesuai de.ngan 100% 8.000.000 100¾ 8 .600.000 10041/wi 9.680,000 100% 21!,480.000 100% 10,648.000 
kewanangan 



Peny .. enggaraan Urusan 
3 3 

Pemerintahan Umum Sesuai Jumlah kegiatan Penango1,u11n 
l.lporan 

a.000.000 
laporan 

Penugasan Kepala Daerah 

Pemblnaan Wawasan 
Jumtah OrMg yang Mengikuti 

Kebangs<1an dan Ketahanan Nastonal 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

dalam rangka Memantapkan 
Kctahanan Nasional dalanl rangka 

Pengamalan Pancas•a. Pdaksanaan 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

UUD Negara Republ!k Indonesia Tahun 
Petaksaoaan WO Negara Republik 

SO org 8,000,000 50 org 
~nesia Tahun 1945, Pefestarlan 

1945, Puestarlan Bhinneka Tunggal Bhlnoeka TW'lQgal Ikll serta 
Ika serta ?Emertahanan dan 
Pemellharaan Keull.Jhan Negara 

Pernertahanan dan Pemeliharaan 
Keutuhan Negara Kesatuan Republlk 

Kesatuan Republik IndonESia 
Indonesia 

PROGRAM PEMBINAAN DAN 1. Persent315e Peme.rintahan Oesa 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA dengan Adminlstntsl Oen yan; 100% 29,D00.GOO 100o/o 
Baik 

2. Parsentasa Pam.rintahan Des.a 
yang Mcnindaklanjutl Hasil 100% 100% 
EYa luatl llaperde1 APBDes 

FasR lta.st, RekomendHI dan 
Jumleh kl,glatan FuTUWi, 

Koord. Pembinaan dan Rekomendasi "-" Koonl. 12 
29,000.000 

12 

Peng•wasan pemerinblh Oea 
Pemblnaan dan Pengawasan laporan laporan 
pemerintah Desa 

Faslitasf Admlnh,1rasl Tata .Jumlah Ookumeo Admlnfstrasf TMa 12 
8.000,000 

12 

-- Desa 
Pemerintahan Dt:!Sll dokumen dokumen 

Fasiitasi Pengetotaan Keuanoan Oesa Jumlah Ookumen L.aporan Pengetolaan 12 6,000.000 
12 

dan Pendayagunaan Aset Desa keuangan Desa laporan laporan 

Fasilitasi Petaksanaan Pem~ihan Kepa1a Jumlah Dokumen Laporan Pdalcsanaan 
19 Desa 15,000,000 19 Desa 

Desa Peminhan Kepala Desa sesuai tahapan 

TOTAL 4.SC!iS.696,978 4,889.853.200 

3 3 
8.800.000 

Ulporan 
9 ,C!iSD.000 

laporan 

8,800,000 SU org 9.680.000 SO org 

31,900.000 100o/o 35,090,000 1000/o 

100o/o 100% 

31.900.000 
12 35,090.000 12 

laporan laporan 

8.800.000 
12 

9.680.000 
12 

dokumen dol<umen 

6,600,000 12 7,260,000 12 
laporan laporan 

16,500.000 19 Desa 18,150,000 19Desa 

5.376.088.520 5.913.697,372 

3 
Lilporan 

26,480.000 50 org 

95,990,000 100% 

100% 

95,990.000 
12 

laporan 

26.480.000 
12 

dokumen 

19,860.000 
12 

laporan 

49,650,000 19 Desa 

16.179,639.092 

Pasuruan, Apri 2023 
CAMAT GONDANGWETAN 
KABUPATEN PASURUAN 

10,648.DOO 

10.648,000 

38,599.000 

38,599.000 

10.6-48.000 

7,986.000 

19,965.000 

6.505.067.109 

MOHAMMAD HIDAYATULl.AH. S.STP, HT 
NIP. 19821231 2001121 DOS 

-G(lfdal'lgllntllO 



BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN KECAMATAN GONDANGWETAN 

7 .1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra {IKU) 

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk 

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode 

Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan 

secara kuantatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang 

mencerminkan capaian indikator kinerja program ( outcome) dari kegiatan 

(outpu~. 

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang 

diharapkan di masa mendatang. lndikator dan target kinerja dinyatakan 

dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini 

untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, 

target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran 

Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time 

bond dan continously improve (SMART-CJ. Penetapan indikator kinerja 

Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian visi dan misi Kecamatan Gondangwetan. Hal ini ditunjukan dari 

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah 

setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun 

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat 

dicapai. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gondangwetan mengacu 

pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada 

tabel 7.1. 

RENCAMI F'Llf/lANGLWA,V DAERAI/ 7'AHIW z,,z-1 20:!ti , 



Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPD 

Kondisi Kondisi 
Kinerja Target Capaian Kinerja 

NO Indikator pada awal Proyeksi Setiap Tahun pada 
periode RPD Tahun 2023 akhir 

Tahun 2022 2024 2025 2026 
periode 

RPD 

Ill (2) (3) (4) (5) (6) (9) 

Tujuan 

Indeks Kepuasan 
1 Masyaraka t (IKM) 90, 13 90,50 91 92 93 93,50 

Kecamatan 

Sasaran 

Persentase hasil 
1 penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

kecamatan 

2 
Nilai SAKIP Perangkat 

73,64 75,00 77,00 78,00 80,00 80,50 
Daerah 

RL\'CANA PE.HP.A.VG/ \\'.4S DAERAII 7:4111 \\' 2"21 W2i, 



BAB VIII 

PENUTUP 

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Gondangwetan Renstra disusun 

sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-

2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026 .. 

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra 

Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan 

RPD Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Camat Gondangwetan 

KabagHukum 

Sekretaris Camat 

Kabid PPM 
Bap elitbangda 

Paraf 

M. IRSYAD YUSUF

_JRENCANA FEMBANGCINAN DAERAH TAHUN 2024-2026 

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal  11 April 2023

BUPATI PASURUAN,

     ttd.


